
 
 

 
 

BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  

NOMOR  4  TAHUN  2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang  :    a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf  a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

SALINAN 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota 

Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, 

tentang Pembentukkan Daerah-Daerah Kota Besart Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor  210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006    

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 6177); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

cara pemberian pemanfaatan insentif Pemungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun  

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18        

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6041); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor  2,   Tambahan  Lembaran 

Negara   Republik Indonesia  Nomor 6623 ); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12    

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas  

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12    

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

Undangan; 

 

 

 



- 6 - 

Kepala BPKAD  
Kepala Bagian Hukum  

 

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana        

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaaan Investasi Pemerintah 

Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri             

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum;  

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;  

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Perubahan;  

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 

tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 
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36. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6            

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah 

Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2023 tentang Perubahan  Kedua atas Peraturan Daerah 

Nomor  6  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah 

Tahun 2023 Nomor 13); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8            

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 

Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 

Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2020   Nomor 1); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018–2023 (Lembaran 

Daerah Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Madiun Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 

2021 Nomor 6). 

 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN  

dan 

BUPATI MADIUN 

 

MEMUTUSKAN : 

 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2023. 
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Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun. 

2. Bupati adalah Bupati Madiun. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

 

Pasal 2 

 
APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Pendapatan Daerah   Rp. 2.043.448.792.313,00 

b. Belanja Daerah   Rp. 2.237.174.173.859,00 

                     Defisit              (Rp.193.725.381.546,00) 

c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan Pembiayaan Rp.      219.377.837.332,00 

2. Pengeluaran Pembiayaan  Rp.        25.652.455.786,00 

               Pembiayaan Netto     Rp. 193.725.381.546,00                  

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan Rp.                         0,00 

 

Pasal 3 

 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar     

Rp.2.043.448.792.313,00 yang bersumber dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.   

 

Pasal 4 

 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a 

direncanakan sebesar Rp.298.041.423.404,00 yang terdiri atas : 

a. Pajak Daerah;   

b. Retribusi Daerah;    

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan   

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.    

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp.90.362.500,00. 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp.11.074.269.650,00. 

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.750.433.415,00. 

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.188.854.220.339,00. 
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Pasal 5 

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

direncanakan sebesar Rp.1.739.324.561.909,00 yang terdiri atas : 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan   

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.   

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.1.603.400.230.142,00. 

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp.135.924.331.767,00. 

 

Pasal 6 

 

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.082.807.000,00 berupa Pendapatan 

Hibah. 

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan 

sebesar Rp.6.082.807.000,00. 

 

Pasal 7 

 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar        

Rp.2.237.174.173.859,00 yang terdiri atas : 

a. Belanja Operasi; 

b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tidak Terduga; dan 

d. Belanja Transfer. 

 

Pasal 8 

 

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a 

direncanakan sebesar Rp.1.487.477.276.981,00 yang terdiri atas : 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Subsidi; 

d. Belanja Hibah; dan 

e. Belanja Bantuan Sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan 

sebesar Rp.760.477.561.536,00. 

(3)    Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b 

direncanakan sebesar Rp.606.689.527.397,00. 

(4)    Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan 

sebesar Rp.1.343.000.000,00. 

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan 

sebesar Rp.109.933.188.048,00. 

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e 

direncanakan sebesar Rp.9.034.000.000,00. 

 



- 10 - 

Kepala BPKAD  
Kepala Bagian Hukum  

 

Pasal 9 

 

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 

direncanakan sebesar Rp.310.174.176.557,00 yang terdiri atas : 

a. Belanja Modal Tanah; 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;  

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan 

f. Belanja Modal Aset Lainnya. 

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a 

direncanakan sebesar Rp.1.850.744.850,00. 

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

huruf b direncanakan sebesar Rp.77.865.624.082,00. 

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

huruf c direncanakan sebesar Rp.121.059.932.887,00. 

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp.102.756.530.826,00.   

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

huruf e direncanakan sebesar Rp.6.519.256.112,00. 

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f 

direncanakan sebesar Rp.122.087.790,00. 

 

 

Pasal 10 

 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 

direncanakan sebesar Rp.3.800.000.000,00 yang terdiri atas Belanja Tidak 

Terduga. 

 

Pasal 11 

 

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 

direncanakan sebesar Rp.435.722.720.321,00 yang terdiri   atas : 

a. Belanja Bagi Hasil; dan 

b. Belanja Bantuan Keuangan. 

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.9.949.598.321,00. 

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.425.773.122.000,00. 
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Pasal 12 

 
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas : 

a. Penerimaan Pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan. 

 
Pasal 13 

 

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf a direncanakan sebesar Rp.219.377.837.332,00 berupa Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan Penerimaan 

Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. 

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.219.337.965.772,00. 

(3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.39.871.560,00. 

 

Pasal 14 

 
(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf b direncanakan sebesar Rp.25.652.455.786,00 yang terdiri atas : 

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan 

b. Penyertaan Modal Daerah. 

(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00. 

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.10.652.455.786,00. 

Pasal 15 

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja 

Daerah mengakibatkan terjadinya (Defisit) sebesar Rp.193.725.381.546,00. 

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan 

terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar                                 

Rp.193.725.381.546,00. 

 

Pasal 16 

 

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah Kabupaten Madiun Tahun    Anggaran 2023 ini, yang terdiri dari : 

1. Lampiran I  :  Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan 

jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
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2.  Lampiran II  : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

Dan Organisasi; 

3.  Lampiran III  : Rincian APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Pendapatan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4.  Lampiran IV   :    Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan 

Sub Kegiatan beserta keluaran;  

5.  Lampiran V  : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan  

     Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6.  Lampiran VI    : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM; 

7.  Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 

APBD; 

8.  Lampiran VIII :  Sinkronisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; 

9. Lampiran IX  : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 

Prioritas Daerah; 

10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;  

11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah; 

12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah 

Lainnya; 

13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-

Lain; 

14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun 

Anggaran yang direncanakan; 

15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;   

16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah; 

17.Lampiran XVII: Sinkronisasi Major Project dengan dukungan Program 

Prioritas Daerah. 

 

 

Pasal 17 

 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional pelaksanaan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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   Pasal 18 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun. 

 

Ditetapkan di Caruban 

pada tanggal 25 Oktober 2023   

 
Pj. BUPATI MADIUN, 

           ttd. 

 

         TONTRO PAHLAWANTO 

 

 
Diundangkan di Caruban 

pada tanggal 25 Oktober 2023 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 
 

               ttd. 

 

SODIK HERY PURNOMO 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 4 

 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 180-4/2023 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat 

elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),  

Badan Siber dan Sandi Negara 
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Lampiran 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 
tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 

 

KABUPATEN MADIUN 

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS 

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

 

Kode 

 

Uraian 
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 

4 PENDAPATAN DAERAH     

4.1 
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

280.302.275.393 298.041.423.404 17.739.148.011 6 % 

4.1.01 Pajak Daerah 87.342.700.000 90.362.500.000 3.019.800.000 3 % 

4.1.02 Retribusi Daerah 14.202.524.650 11.074.269.650 (3.128.255.000) 22 % 

4.1.03 
Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 
8.344.807.572 7.750.433.415 (594.374.157) 7 % 

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 170.412.243.171 188.854.220.339 18.441.977.168 11 % 

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.702.529.882.167 1.739.324.561.909 36.794.679.742 2 % 

4.2.01 
Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat 
1.567.280.558.000 1.603.400.230.142 36.119.672.142 2 % 

4.2.02 
Pendapatan Transfer Antar 

Daerah 
135.249.324.167 135.924.331.767 675.007.600 0 % 

4.3 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 

YANG SAH 
6.082.807.000 6.082.807.000 0 0 % 

4.3.01 Pendapatan Hibah 6.082.807.000 6.082.807.000 0 0 % 

 Jumlah Pendapatan 1.988.914.964.560 2.043.448.792.313 54.533.827.753 3 % 

      

5 BELANJA     

5.1 BELANJA OPERASI 1.373.589.573.640 1.487.477.276.981 113.887.703.341 8 % 

5.1.01 Belanja Pegawai 760.830.349.152 760.477.561.536 (352.787.616) 0 % 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 524.457.949.953 606.689.527.397 82.231.577.444 16 % 

5.1.04 Belanja Subsidi 460.000.000 1.343.000.000 883.000.000 192 % 

5.1.05 Belanja Hibah 82.858.119.535 109.933.188.048 27.075.068.513 33 % 

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4.983.155.000 9.034.000.000 4.050.845.000 81 % 

5.2 BELANJA MODAL 288.711.948.782 310.174.176.557 21.462.227.775 7 % 

5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.850.744.850 1.850.744.850 0 0 % 

5.2.02 
Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin 
64.061.904.682 77.865.624.082 13.803.719.400 22 % 

5.2.03 
Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 
114.863.137.817 121.059.932.887 6.196.795.070 5 % 

5.2.04 
Belanja Modal Jalan, Jaringan, 

dan Irigasi 
102.407.215.305 102.756.530.826 349.315.521 0 % 

5.2.05 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

5.467.902.233 6.519.256.122 1.051.353.889 19 % 

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 61.043.895 122.087.790 61.043.895 100 % 

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 25.000.000.000 3.800.000.000 (21.200.000.000) 85 % 

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 25.000.000.000 3.800.000.000 (21.200.000.000) 85 % 



 

 

Kode 

 

Uraian 
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 

5.4 BELANJA TRANSFER 398.412.046.000 435.722.720.321 37.310.674.321 9 % 

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 8.658.754.000 9.949.598.321 1.290.844.321 15 % 

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 389.753.292.000 425.773.122.000 36.019.830.000 9 % 

 Jumlah Belanja 2.085.713.568.422 2.237.174.173.859 151.460.605.437 7 % 

 Total Surplus/(Defisit) (96.798.603.862) (193.725.381.546) (96.926.777.684) -100 % 

      

6 PEMBIAYAAN     

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 118.548.603.862 219.377.837.332 100.829.233.470 85 % 

6.1.01 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Sebelumnya 
118.548.603.862 219.337.965.772 100.789.361.910 85 % 

6.1.05 
Penerimaan Kembali 

Pemberian Pinjaman Daerah 
0 39.871.560 39.871.560 100 % 

 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 118.548.603.862 219.377.837.332 100.829.233.470 85 % 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 21.750.000.000 25.652.455.786 3.902.455.786 18 % 

6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000.000 15.000.000.000 5.000.000.000 50 % 

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 11.750.000.000 10.652.455.786 (1.097.544.214) 9 % 

 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 21.750.000.000 25.652.455.786 3.902.455.786 18 % 

 Pembiayaan Netto 96.798.603.862 193.725.381.546 96.926.777.684 100 % 

6.3 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Daerah Tahun Berkenaan 
0 0 0 100 % 

 

 Pj. BUPATI MADIUN, 

ttd. 

TONTRO PAHLAWANTO 
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